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BUPAT! SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR /'Y TAHUN 2012
TENTANG

A DAN KODE REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PA TAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayal (12) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun
nama dan kode rekening yang sesuai dengan kebutuhan obyektif
dan nyata sesual karakteristik daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas,

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Ppajak Bumi Dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3312) schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (L(’mbdran N(jé)al'a RCpUbllk Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang ..
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undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
pengelolaan Dan Tanggung Jawaly Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor&66,( Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiy Nomor 4400); ,

’

Undang-Undang Nomor 25 “Tahyn 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 1);

Un(!;.mg-Uﬂd’d.ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Undang-Uhdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
ndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republile Indonesia Nomor 4570);
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6, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
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keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 4578);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pPembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

C Peraturan Pemerintaly Nomor 8 Tahun 2000 tentang  Laporan

Keuangan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
provinsi Dan- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

O Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008

lentang  Susunan Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Sintang  (Lembaran Daerah Kabupalen Sintang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
2); .

b

DA Dacea-
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26. Peraturan Menteri Dala@ Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

MEMUTUSKAN :
PICl'\’/\’J‘Ui\’/\N BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN NAMA DAN

KODE REKIENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
pENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

il
H:‘“'PI“
If"

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Sintang.

wn

Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penycelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyvarakat.

9. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

Pengguna anggaran/barang.

11. Program ..
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program adalah penjabaran kebijakan skpp dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD. yang

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD schagaj bag(iﬂ;; d("ufid encapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dz;ri sikumpulan
tindakan pengerahan sumber daya bajk yang berupa personal
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi darj beberapa atau ke semua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (oufput) dalam bentuk barang/jasa.

penerimaan Dacrah adalah uang yang masuk ke Kas Dacrah

_ Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

pPendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Dacrah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sehagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan  Dacrah  adalah  semua  penerimaan  yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB 1l
SUSUNAN NAMA DAN KODE REKENING

Pasal 2

Susunan klasilikasi penganggaran APBD terdiri dari :
Urusan Pemerintahan,

Organiasi;

Program dan Kegiatan;

Akun Keuangan;

Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek.

oo o

Susunan Klasifikasi penganggaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, dihimpun menjadi satu kesatuan nama
dan kode anggaran yang disebut nama dan kode rekening.

Pasal 3

Rincian nama dan kode rekening dalam APBD memuat susunan

sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah, d
daerah, organisasi, kelompo

pendapatan; :
b. Belanja Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan
k, jenis, obyek, dan rincian obyek

irinci menurut urusan pemerintahan
k, jenis, obyek, dan rincian obyek

daerah, organisasi, kelompo
belanja;

¢. Pembiayaan .

N
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¢. Pembiayaan Daerah, diringi menurut urusan pemerintahan 1
- AL 7] 5 ] ~ 4 » o - _‘
d‘“'m.h' organisasi, kelompok, Jenis, obyek, dan rincian obyek
pembiayaan; Sty :

(2) Susunan nama _d;?n kode rekening sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, sebagaimang tercantum dalam Lampiran |
sampai dengan Lampiran V Peraturan ini yang I‘:‘ICI‘U akan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan darip Peraturan
Bupa[l 1ni.

(3) SKPD dapat mengusulkan nama dan kode rekening kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diluar nama dan  kode
rekening yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
sepanjang dibutuhkan dalam penyusunan RKA-SKPPD.

) Penambahan nama dan kode rekening dilakukan dengan |

menambah kode rekening selanjutnya dan tidak diperkenankan
mengganti nama dan kode rekening yang telah ada. |

Pasal 4

Dalam rangka sinkronisasi nama dan kode rekening penganggaran
antara Pemerintah dan Pemerintah Dacrah sebagaimana lercantum
dalam  Lampiran  Pceraturan  Bupati = ini, akan  dilakukan
peayempurnaan secara berkala sesuai kebutuhan.

BAB il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan,

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7o PesAsn’ 2012

. BUPATI SINTANG,
# 4
Ditetapicq ( MILTON CROSBY

N di Sing,
ata 1 Sintan

88l g0 Faryan 2012
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